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Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat sebagai pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan program dan untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar 
sarjana ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan PKL ini dilaksanakan 
pada 18 Juli 2019-13 September 2019 di Satuan Pengawas Internal Lembaga 
Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM). 
Selama melaksanakan PKL, praktikan melakukan beberapa pekerjaan yang harus 
dilakukan, diantaranya menghitung skor penilaian kinerja, memeriksa kesesuaian 
penyajian laporan keuangan, melakukan pendampingan serta pengawasan dalam 
melakukan stock opname persediaan, merekapitulasi absen dan membuat evaluasi 
karyawan, dan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengadaan. Setelah 
pelaksanaan PKL selesai, praktikan lebih memahami penilaian kinerja pada 
Badan Layanan Umum LLP-KUKM. Selain itu, praktikan juga mendapat 
gambaran umum mengenai lingkungan dan pelaksanaan kerja dari salah satu 
instansi Badan Layanan Umum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
Pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan salah satu cara 
manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya. Melalui Pendidikan, manusia dapat 
lebih berkembang dengan mengetahui hal yang tidak diketahui sebelumnya 
menjadi tahu. Pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu Pendidikan formal, non 
formal dan informal. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan formal 
didefinisikan sebagai jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri 
atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi. Pendidikan 
non formal dapat didefiniskan sebagai jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal 
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan Pendidikan 
informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk 
kegiatan secara mandiri. 
Di Indonesia, pemerintah menetapkan Pendidikan formal melalui program 
wajib belajar dua belas tahun, yang terdiri atas Pendidikan dasar dan Pendidikan 
menengah. Setelah melaksanakan wajib belajar dua belas tahun, para siswa ini 
diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, yaitu akan melanjutkan 
Pendidikan selanjutnya ke perguruan tinggi atau memilih untuk bekerja. 
Bagi yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, 
status yang sebelumnya adalah siswa kini berganti menjadi mahasiswa. 
Mahasiswa dituntut untuk menjadi masyarakat intelektual yang memiliki 
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profesionalisme tinggi, mampu beradaptasi atas perubahan-perubahan, mengasah 
kemampuan yang dimiliki baik hard skill maupun soft skill serta memiliki mental 
yang tangguh untuk menghadapi ketatnya persaingan di dunia kerja. 
Dalam menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja, mahasiswa tidak hanya 
harus memiliki kecerdasan intelektual yang berkaitan dengan teori-teori yang 
didapat dan dipelajari di dalam kelas namun mahasiswa juga harus memiliki 
kemampuan yang bersifat praktikal yaitu cara mengaplikasikannya. Tidak hanya 
itu, di dalam dunia kerja juga dibutuhkan soft skill yang tidak dipelajari langsung 
oleh mahasiswa di dalam kelas. Soft skill tersebut antara lain: kemampuan 
berbicara di depan umum, kemampuan bekerja sama, kemampuan membaca 
situasi, kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan, dsb. 
Soft skill tersebut didapatkan dari praktik langsung pada suatu Lembaga, 
instansi, maupun perusahaan. Adapun divisi yang sesuai dengan mahasiswa 
program studi akuntansi adalah divisi akuntansi, keuangan, hingga pengawasan 
internal. Pengawasan internal diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya 
yang dimiliki oleh suatu lembaga, instansi, maupun perusahaan telah dikelola 
secara efektif dan efisien. Sumber daya ini mencakup aset dan keuangan hingga 
sumber daya manusia. Sehingga kemampuan yang dimiliki mahasiswa akuntansi 
sesuai dengan tugas dari pengawasan internal yaitu mampu menganalisis 
keefektifitasan penggunaan sumber daya dalam hal ini khususnya aset dan 
keuangan. 
Oleh karena itu, Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1 
Akuntansi menerapkan suatu program PKL yang wajib diikuti oleh seluruh 
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mahasiswa. PKL merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan 
melakukan praktik kerja secara langsung pada suatu Lembaga, instansi, ataupun 
perusahaan yang relevan dengan program studi yang diambil oleh mahasiswa 
dalam perkuliahan yang bertujuan untuk memberikan gambaran pada mahasiswa 
untuk lebih mengetahui dan menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja 
sesungguhnya. Program ini menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa 
Fakultas Ekonomi, tak terkecuali Program Studi S1 Akuntansi. 
Dalam hal ini, praktikan melaksanakan PKL di Badan Layanan Umum (BLU) 
Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-
KUKM) tepatnya pada Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk memenuhi 
kewajiban sebagai mahasiswa S1 Akuntansi serta memberikan gambaran kepada 
praktikan tentang dunia kerja sesungguhnya. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Maksud dari PKL yang telah dilaksanakan oleh praktikan, yaitu: 
1. Memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Mempelajari secara langsung kepada praktikan mengenai sistem kerja di 
sebuah instansi Badan Layanan Umum. 
3. Mempelajari berbagai sikap yang harus dimiliki dalam menghadapi ketatnya 
persaingan dunia kerja, seperti inisiatif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, 
serta profesional. 
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4. Mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari dan didapat selama 
masa perkuliahan. 
Sedangkan tujuan dari PKL yang telah dilaksanakan oleh praktikan, yaitu: 
1. Terpenuhinya mata kuliah PKL sebagai syarat kelulusan serta memberikan 
pengetahuan tentang salah satu Badan Layanan Umum. 
2. Memperoleh gambaran umum mengenai sistem kerja dari sebuah instansi 
Badan Layanan Umum. 
3. Memperoleh kemampuan bersikap yang baik dalam menghadapi berbagai 
situasi. 
4. Mampu menganalisis keterkaitan antara teori yang sudah dipelajari dan 
didapat dengan praktik kerja yang sesungguhnya. 
C. Kegunaan PKL 
Melalui kegiatan PKL, terdapat sejumlah manfaat atau kegunaan untuk 
berbagai pihak. Kegunaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh praktikan, namun 
juga dirasakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta serta tempat 
praktikan melaksanakan PKL, yaitu LLP-KUKM. 
Berikut kegunaan tersebut, antara lain: 
1. Bagi Praktikan 
a. Memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi yang sesungguhnya 
di dalam dunia kerja. 
b. Wadah untuk mengimplementasikan teori yang diperoleh dan dipelajari 
selama masa perkuliahan. 
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c. Melatih praktikan untuk bekerja secara disiplin dan bertanggung jawab 
sesuai dengan peraturan instansi. 
d. Menambah pengalaman serta wawasan untuk mempersiapkan diri 
bersaing di dunia kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menyiapkan lulusan yang terlatih dan mampu bersaing di dunia kerja. 
b. Salah satu alat evaluasi untuk penyempurnaan kurikulum program 
pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
c. Membangun hubungan baik antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta dengan instansi tempat pelaksanaan PKL. 
3. Bagi LLP-KUKM 
a. Realisasi program instansi dengan memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk melakukan praktik kerja. 
b. Membantu karyawan dalam melakukan kegiatan operasional instansi. 
c. Membangun hubungan baik antara instansi dengan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan PKL di salah satu BLU yang bertugas dalam 
melakukan pelayanan pemasaran bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah. 
Berikut merupakan data tempat praktikan melaksanakan PKL: 
nama instansi : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
satuan kerja : Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil 
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  dan Menengah (LLP-KUKM) 
alamat  : SMESCO Tower, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 94, 
  Pancoran, Jakarta Selatan 
telepon  : (021) 27535400 
website  : www.smescoindonesia.com 
Praktikan memilih melaksanakan PKL di LLP-KUKM karena praktikan ingin 
lebih mengetahui mengenai penerapan akuntansi pemerintahan dalam hal ini, 
khususnya BLU. Selain itu, letak yang strategis serta dekat dengan kampus dan 
rumah yang mudah dijangkau oleh transportasi umum.  
 
E. Jadwal Waktu PKL 
1. Tahap Persiapan 
Beberapa bulan sebelum pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu mencari 
informasi terkait perusahaan atau instansi yang dapat menerima mahasiswa PKL. 
Awalnya praktikan mendatangi beberapa perusahaan untuk mengajukan 
permohonan PKL, bahkan praktikan sempat melakukan interview pada 
perusahaan tersebut. Akan tetapi, karena jangka waktu minimal yang ditetapkan 
oleh perusahaan untuk mahasiswa PKL adalah selama tiga bulan sedangkan pada 
saat yang bersamaan praktikan tidak mampu menyanggupi karena sudah 
dimulainya pelaksanaan perkuliahan maka praktikan mencari perusahaan dan 
instansi lain yang tidak menerapkan jangka waktu minimal untuk pelaksanaan 
PKL. 
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Tepat dua minggu sebelum pelaksanaan PKL, praktikan mendapatkan 
informasi berkaitan dengan satuan kerja milik pemerintah yang letaknya tidak 
jauh dengan rumah praktikan dan menerima mahasiswa PKL tanpa minimal 
waktu yang ditetapkan. Kemudian, praktikan mengurus surat permohonan 
pelaksanaan PKL ke Gedung R dengan mencatat nama serta nomor registrasi 
mahasiswa dan program studi yang ditempuh untuk dilakukan pembukaan 
pengisian pengajuan surat PKL pada laman http://bakh.unj.ac.id/sipermawa/ 
sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.  Setelah proses pengajuan yang 
dilakukan oleh praktikan pada laman tersebut dan diproses Biro Akademik 
Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM), praktikan mengajukan 
surat permohonan tersebut ke LLP-KUKM. Persiapan PKL dimulai dari bulan 
Mei–Juli 2019. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di LLP-KUKM selama 42 hari kerja, yaitu 
dimulai pada 18 Juli 2019–13 September 2019. Praktikan melaksanakan PKL 
pada hari kerja yaitu Senin–Jumat pukul 08.00–16.30 WIB dengan waktu istirahat 
Senin–Kamis pukul 12.00–13.00 WIB dan Jumat pukul 12.00–13.30 WIB. 
Adapun surat keterangan PKL dan sertifikat PKL terdapat pada lampiran 3 dan 4 
serta daftar hadir PKL praktikan terdapat pada lampiran 5. 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti 
bahwa praktikan telah melaksanakan PKL. Data yang dikumpulkan berkaitan 
dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh praktikan dan sebelum mengumpulkan 
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data, praktikan meminta izin kepada pihak LLP-KUKM untuk menjadikan data 
tersebut sebagai bahan laporan. Praktikan mengumpulkan data-data sejak tahap 
pelaksanaan, sehingga memudahkan praktikan dalam menyusun laporan sesuai 
dengan format dan ketentuan yang sudah ditentukan. Dalam penyusunannya, 
praktikan dibantu oleh pihak LLP-KUKM serta dibimbing oleh dosen 
pembimbing. Praktikan memulai penyusunan pelaporan sejak bulan September–
Desember 2019. Adapun kartu konsultasi bimbingan PKL terdapat pada lampiran 
27. 
 
Tabel 1.1 Tahapan PKL 2019 
 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 
Persiapan             
Pelaksanaan             
Pelaporan             
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Instansi 
Selain pasar dalam negeri, pangsa pasar luar negeri juga merupakan peluang 
yang baik bagi para Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) untuk 
meningkatkan pendapatan dan meraih jaringan pemasaran yang lebih luas. Bagi 
KUKM, kegiatan perdagangan internasional selain dapat membantu 
mengembangkan jaringan dapat juga menjadi sumber inovasi pengembangan 
produk. Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan berbagai macam 
kegiatan untuk membantu ekspansi ekspor produk-produk KUKM, antara lain 
dengan memfasilitasi kegiatan misi dagang dan pameran, mempromosikan kepada 
mitra usaha dan pembeli asing melalui kerjasama internasional. Sebagai bentuk 
dukungan terhadap pengembangan sektor KUKM, Kementerian Koperasi dan 
UKM mendirikan Rumah Pemasaran Terpadu. Fungsi Rumah Pemasaran Terpadu 
adalah untuk membantu mengembangkan aktivitas promosi dan pemasaran 
produk-produk KUKM. 
Dalam rangka mengelola Rumah Pemasaran Terpadu tersebut, Kementerian 
Koperasi dan UKM mendirikan sebuah lembaga dengan nama Lembaga Layanan 
Pemasaran Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM). LLP-KUKM 
merupakan lembaga non-profit sebagai unit satuan kerja mandiri dibawah 
Kementerian Koperasi dan UKM. Menggunakan nama operasional SMESCO 
Indonesia, LLP-KUKM yang merupakan lembaga profesional untuk membantu 
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mempromosikan dan memasarkan produk-produk KUKM agar mampu bersaing 
dalam pasar global.  
LLP-KUKM didirikan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi tonggak baru dalam sejarah sistem 
pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kemudian 
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Dengan dikeluarkannya Undang-
Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka program-program layanan 
pemerintah untuk mengembangkan dan mempromosikan kegiatan bagi 
kesejahteraan umum memasuki era baru, khususnya dalam sektor pengelolaan 
dana, pendidikan, kesehatan, pengembangan kawasan dan jasa layanan lainnya. 
Sejalan dengan hal tersebut, untuk memberikan layanan promosi dan pemasaran 
KUKM yang efektif dan efisien, maka dibentuklah LLP-KUKM sebagai satuan 
kerja yang menerapkan pola keungan Badan Layanan Umum (BLU). Untuk 
memenuhi persyaratan mendirikan BLU LLP-KUKM, maka Kementerian 
Koperasi dan UKM mengeluarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Nomor 355/SM/VIII/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola 
Dana Bergulir KUMKM dan Lembaga Layanan Promosi KUKM untuk 
menerapkan Pola Keuangan BLU. Keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 19 
Agustus 2006 tersebut menjadi dasar dari pendirian dan pengelolaan LLP-KUKM. 
Kemudian pada tanggal 20 Maret 2007, Kementerian Keuangan resmi 
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mengesahkan LLP-KUKM sebagai instansi pemerintah yang menetapkan pola 
keuangan BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan No 159/KMK.05/2007 
tentang Penetapan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah pada Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Instansi Pemerintah 
yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan 
status BLU Penuh. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka 
setiap tanggal 20 Maret diperingati sebagai hari lahir berdirinya LLP-KUKM.  
LLP-KUKM adalah lembaga yang dikelola secara profesional dengan tujuan 
untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk unggulan KUKM 
Indonesia kepada masyarakat internasional. Dengan prioritas utama untuk meraih 
jaringan pangsa pasar yang luas sehingga dapat berdampak positif bagi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain menjalankan kegiatan pelayanan promosi 
dan pemasaran produk KUKM melalui Rumah Pemasaran Terpadu, LLP-KUKM 
juga mengelola kawasan SMESCO RumahKU dan Grand SMESCO Hills sebagai 
sarana pemasaran KUKM melalui kegiatan-kegiatan promosi yang kreatif dan 
menarik. Dalam melaksanakan tugasnya, LLP-KUKM akan selalu menjalin 
kerjasama dengan stakeholders baik nasional dan internasional, demi mewujudkan 
cita-cita LLP-KUKM yaitu memajukan sektor KUKM di Indonesia.  
1. Visi LLP-KUKM 
Visi yang merupakan tujuan utama dari instansi LLP-KUKM adalah: 
“Menjadi institusi profesional berskala internasional di bidang pemasaran 
produk-produk Koperasi dan UKM Indonesia yang mampu menjadikan LLP-
KUKM sebagai ikon pemberdayaan dan ikon industri kreatif KUKM” 
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2. Misi LLP-KUKM 
a. Perluasan akses pasar melalui peningkatan promosi dan jaringan 
pemasaran. 
b. Optimasi SME Tower sebagai gerbang utama promosi dan pemasaran 
produk KUKM. 
c. Peningkatan daya saing produk KUKM. 
3. Maksud dan Tujuan LLP-KUKM 
a. Mengembangkan dan menyediakan akses pelayanan promosi bagi 
KUKM dalam memasarkan hasil produknya. 
b. Memasarkan hasil produksi yang dihasilkan oleh KUKM, baik di dalam 
maupun di luar negeri. 
c. Melakukan pemasaran produk yang dihasilkan KUKM yang meliputi 
kegiatan promosi, pembinaan produksi dan quality control. 
d. Membantu usaha penjualan retail produk KUKM melalui pengembangan 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di galeri Gedung Smesco Indonesia. 
e. Menyediakan ruang pameran dan pelaksanaan event pameran untuk 
promosi produksi KUKM. 
f. Menyediakan sarana pengembangan KUKM dengan memanfaatkan jasa 
konsultasi, training, dan seminar. 
g. Mengelola dan mengoptimalkan Gedung pusat promosi KUKM (Gedung 
Smesco Indonesia) yang meliputi penyewaan, perawatan dan 
pemeliharaan. 
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Gambar II.1 Logo LLP-KUKM 
Sumber: Internal LLP-KUKM 
4. Profil Pejabat Pengelola LLP-KUKM 
Tabel II.1 
Pejabat Pengelola LLP-KUKM 
No Nama Jabatan 
1 Ir. Emilia Suhaimi, M.M Direktur Utama 
2 Dra. Dewi Nawang Wulan, M.M Direktur Keuangan dan Umum 
3 Armel Arifin, S.E. Direktur Bisnis dan Pemasaran 
4 Ganjar Kuntoro Kepala Divisi Keuangan 
5 Akhmad Nurwahid Kepala Divisi Sarana dan Prasarana 
6 Atajudin Nur Kepala Divisi Umum 
7 Marianne Sumakud Kepala Divisi Pemasaran 
Sumber: Internal LLP-KUKM, data diolah kembali oleh praktikan 
5. Logo LLP-KUKM 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Prestasi LLP-KUKM 
a. Penghargaan Pameran Adiwastra Tema: Wastra Adati Generasi Digital 
“Penghargaan Stand Terbaik” Juara 1 Kategori Stand Ukuran Kecil pada 
tanggal 20─24 Maret 2019. 
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b. Penghargaan Pameran TEI Juara 1 Stand Terbaik Kategori Luas Stand 
Lebih dari 28-54 M2 pada tanggal 16─20 Oktober 2019. 
c. LLP-KUKM atau disebut juga SMESCO INDONESIA menjadi 
Destinasi wisata dan belanja produk unggulan Indonesia yang dikunjungi 
oleh Kontingen Asian Games 2018 pada tanggal 19 Agustus─2 
September 2018 dengan rincian sebagai berikut: 
1) Jumlah kontingen yang berkunjung sebanyak 203 orang yang terdiri 
dari 27 negara yaitu: Bangladesh, Hongkong, India, Indonesia, Iran, 
Jepang, Kazakhstan, Libanon, Makau, Malaysia, Maladewa, 
Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palestina, Filipina, 
Qatar, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Suriah, Thailand, Uni 
Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam. 
2) Produk yang diminati dan dibeli oleh kontingen tersebut adalah: 
a) Produk yang dibeli sebanyak 5% official merchandise Asian 
Games dan 95% souvenir dari berbagai pavilion provinsi. 
b) Official merchandise Asian Games 2018 (boneka maskot, t-
shirt, gantungan kunci, powerbank, paper bag, tempat pensil 
dan aneka merchandise INASGOC lainnya) 
c) Makanan dan minuman kemasan (kopi, snack/makanan ringan, 
crackers/kerupuk, sale pisang) 
d) Souvenir unggulan daerah (batik, wayang, tas aceh, kipas, manik 
Kalimantan, gantungan kunci, jewelry, cukli barong Bali, 
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Gambar II.2 Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pemasaran 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Sumber: Internal LLP-KUKM 
syal/scarf Sumatera Selatan dan Kalimantan Utara, ondel-ondel 
Betawi, minyak lintah, dan lain-lain. 
 
B. Struktur Organisasi 
Pada umumnya di dalam sebuah instansi, struktur organisasi merupakan salah 
satu hal yang paling penting. Struktur organisasi menggambarkan keterkaitan 
berbagai komponen atau bagian antara satu dan yang lain sehingga 
mempermudah dalam menjalankan kegiatan operasional dan 
pertanggungjawabannya. 
LLP-KUKM merupakan satuan kerja di bawah naungan Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Adapun struktur LLP-KUKM telah 
diatur pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor 07/PER/M.KUKM/XII/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah, yaitu sebagai berikut: 
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Berikut rincian tugas dari susunan organisasi yang terdapat di Lembaga 
Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: 
1. Direktur Utama 
a. Menyiapkan rencana strategis layanan bisnis dan layanan pemasaran 
LLP-KUKM; 
b. Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan untuk rencana 
layanan bisnis, layanan pemasaran, serta anggaran tahunan LLP-KUKM; 
c. Mengusulkan calon pejabat Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur 
Bisnis dan Pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
d. Mengusulkan calon pejabat Pengelola Keuangan kepada Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 
e. Mengusulkan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 
f. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional keuangan 
Badan Layanan Umum (BLU) LLP-KUKM; 
g. Merumuskan kebijakan intern dalam rangka peningkatan efektifitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi para pejabat LLP-KUKM; 
h. Mengoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Satuan Pengawas 
Internal (SPI); dan 
i. Mengoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksa dari pemeriksa 
Eksternal. 
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2. Direktur Bisnis dan Pemasaran 
a. Penyusunan perencanaan kegiatan teknis di bidang layanan bisnis dan 
layanan pemasaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta 
di bidang usaha pengembangan LLP-KUKM; 
b. Pelaksanaan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA); dan 
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang  
layanan bisnis dan pemasaran LLP-KUKM, serta pertanggungjawaban 
kinerja operasional di bidangnya. 
Direktur Bisnis dan Pemasaran terdiri atas: 
a. Divisi Bisnis; dan 
b. Divisi Pemasaran 
Divisi Bisnis mempunyai tugas: 
a. Pemberian layanan informasi pasar; 
b. Pemberian layanan konsultasi pemasaran; 
c. Pemberian layanan inkubasi pemasaran; 
d. Pelaksanaan usaha rumah dagang dan usaha lainnya; dan 
e. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan layanan bisnis 
produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. 
Divisi Pemasaran mempunyai tugas: 
a. Pemberian layanan sarana pemasaran; 
b. Pemberian layanan promosi, produk, jaringan pemasaran, dan distribusi 
produk KUKM; 
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c. Pemberian layanan peningkatan kemampuan manajemen dan teknik 
pemasaran; dan 
d. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang 
layanan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah. 
2. Direktur Keuangan dan Umum 
a. Pengoordinasian penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) LLP-
KUKM; 
b. Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum LLP-
KUKM; 
c. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja LLP-KUKM; 
d. Penyelenggaraan pengelolaan kas LLP-KUKM; 
e. Pelaksanaan pengelolaan utang-piutang LLP-KUKM; 
f. Penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi LLP-
KUKM; 
g. Penyelenggaraan sistem manajemen informasi keuangan LLP-KUKM; 
h. Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan LLP-
KUKM; 
i. Pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan; 
j. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan sumber daya manusia; 
k. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia; 
l. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber 
daya manusia; 
m. Pelaksanaan urusan penatausahaan sarana dan prasarana; 
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n. Pelaksanaan informasi dan teknologi; dan 
o. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan umum. 
Direktur Keuangan dan Umum terdiri atas: 
a. Divisi Keuangan; 
b. Divisi Umum; dan 
c. Divisi Sarana dan Prasarana. 
Divisi Keuangan mempunyai tugas: 
a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran 
(RBA) dan dokumen pelaksana anggaran; 
b. Pengelolaan pendapatan dan belanja; 
c. Mengelola kas dan mengelola utang-piutang; 
d. Menyusun kebijakan pengeloaan barang, aset tetap, dan investasi; 
e. Melaksanakan sistem informasi manajemen keuangan dan keuangan; dan 
f. Menyusun laporan keuangan. 
Divisi Umum mempunyai tugas: 
a. Melayani administrasi umum dan penatausahaan LLP-KUKM; 
b. Pengurusan hukum dan perundang-undangan; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan 
penyediaan sumber daya manusia; 
d. Mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia; 
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya 
manusia; dan 
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f. Pelaksanaan di bidang informasi dan teknologi. 
Divisi Sarana dan Pemasaran mempunyai tugas: 
a. Mengelola sarana dan prasarana; 
b. Memelihara dan perawatan Gedung; 
c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan perparkiran Gedung; 
d. Melaksanakan kegiatan pengeloaan pengamanan Gedung; 
e. Melaksanakan dan pengelolaan kegiatan mekanikal Gedung; dan 
f. Mengoordinasikan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas 
kerja. 
3. Satuan Pengawas Intern (SPI) 
a. Pemeriksaan pengelolaan sumber daya yang meliputi Sumber Daya 
Manusia, aset, keuangan dan pelaksanaan kegiatan di bidang layanan 
bisnis dan layanan pemasaran; 
b. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap pengelolaan 
sumber daya LLP-KUKM kepada Direktur Utama dalam rangka 
peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan memastikan dipatuhinya 
semua peraturan dan perundang-undangan; dan 
c. Melaporkan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tugasnya secara periodik 
kepada Direktur Utama. 
 
C. Kegiatan Umum Instansi 
Kegiatan utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah adalah melaksanakan layanan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha 
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Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
07/PER/M.KUKM/XII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam 
melaksanakan tugasnya, LLP-KUKM menyelenggarakan fungsi: 
1. Pelaksanaan layanan informasi pasar; 
2. Pelaksanaan layanan sarana pemasaran; 
3. Pelaksanaan layanan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi 
produk KUKM; 
4. Pelaksanaan layanan konsultasi pemasaran; 
5. Pelaksanaan layanan peningkatan kemampuan manajemen dan teknik 
pemasaran; dan 
6. Pelaksanaan layanan inkubasi pemasaran.
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melakukan PKL di LLP-KUKM yang merupakan satuan kerja di 
bawah nauangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berlokasi 
di Gedung SMESCO Tower Lt. 5, Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaannya, 
praktikan ditempatkan di Satuan Pengawas Intern (SPI) selama 42 hari kerja. 
Berdasarkan fungsi SPI yaitu melaksanakan pemeriksaan intern LLP-KUKM, 
maka lingkup tugas yang dilaksanakan oleh SPI mencakup pemeriksaan 
pengelolaan sumber daya baik sumber daya manusia, aset dan keuangan, serta 
berbagai pelaksanaan kegiatan operasional di berbagai divisi dan melaporkan hasil 
pemeriksaan tersebut kepada Direktur Utama. 
Adapun pekerjaan yang dilakukan selama praktikan melaksanakan PKL pada 
SPI, yaitu: 
1. Menghitung skor penilaian kinerja LLP-KUKM. 
2. Memeriksa kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan CALK semester 1 
tahun anggaran 2019. 
3. Melakukan pendampingan serta pengawasan dalam melakukan stock opname 
persediaan bersama Divisi Keuangan. 
4. Merekap absen dan membuat evaluasi karyawan. 
5. Pemeriksaan kelengkapan dokumen pengadaan. 
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B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam pelaksanaan PKL, praktikan dibantu oleh dua orang pegawai SPI 
LLP-KUKM, yaitu Bu Ninda dan Pak Suryo. Waktu pelaksanaan dimulai pada 
tanggal 18 Juli 2019─13 September 2019. Praktikan juga mengikuti kegiatan 
karyawan di luar pekerjaan seperti peringatan HUT RI dan mengunjungi Pameran 
Kerajinan Nusantara. 
Berikut rincian pekerjaan yang praktikan kerjakan selama PKL: 
1. Menghitung skor penilaian kinerja LLP-KUKM 
LLP-KUKM sebagai satuan kerja milik pemerintah yang berstatus BLU 
diperuntukkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib 
mempertanggungjawabkan atas kegiatan operasionalnya kepada pemerintah. 
Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan melaporkan hasil 
penilaian kinerja.  Penilaian kinerja BLU terdiri atas dua aspek, yaitu penilaian 
aspek keuangan dan aspek pelayanan. Masing-masing penilaian aspek tersebut 
telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, sesuai dengan 
klasifikasi BLU tersebut. Dalam hal ini LLP-KUKM termasuk dalam klasifikasi 
BLU bidang layanan lainnya, yang penilaian kinerjanya diatur dalam peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman 
Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya. BLU Bidang 
Layanan Lainnya, terbagi lagi menjadi tiga kelompok yaitu: Bidang Layanan 
Pengelola Dana Khusus, Bidang Layanan Pengelola Kawasan, dan Bidang 
Layanan Penyedia Jasa dan Barang Lainnya. LLP-KUKM termasuk ke dalam 
kelompok Bidang Layanan Penyedia Jasa dan Barang Lainnya. 
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Penilaian kinerja ini dilakukan oleh SPI untuk mengetahui atau menilai 
capaian dari LLP-KUKM selama periode yang berlangsung. Hasil dari penilaian 
kinerja ini akan dilaporkan ke Direktur Utama sebagai alat untuk evaluasi 
manajemen dan hasil penilaian kinerja ini juga dilaporkan kepada Badan 
Pengawas Keuangan (BPK) sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan 
operasional BLU. 
Adapun tahapan untuk menghitung skor penilaian kinerja LLP-KUKM adalah 
sebagai berikut: 
a. Menghitung skor Aspek Keuangan 
1) Menginput saldo laporan keuangan untuk menghitung aspek keuangan 
subaspek rasio keuangan. Saldo laporan keuangan yang diinput adalah 
laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan (SAK), yaitu Laporan 
Arus Kas, Laporan Aktivitas dan Neraca (terdapat pada lampiran 9). 
2) Membuat kertas kerja untuk aspek keuangan subaspek rasio keuangan yang 
terdiri dari kolom: rasio, rumus, penghitungan, hasil, skor periode berjalan 
dan periode sebelumnya, serta skor tertinggi. 
3) Kolom rasio diisi dengan indikator penilaian rasio yang terdiri dari: Rasio 
Kas, Rasio Lancar, Periode Penagihan Piutang, Perputaran Aset Tetap, 
Imbalan atas Aset Tetap, Imbalan Ekuitas, dan Rasio Pendapatan terhadap 
Biaya Operasional. 
4) Kolom rumus diisi dengan menuliskan rumus masing-masing indikator 
penilaian, yaitu: 
a) Rasio Kas 
=  
𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠
𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
 × 100% 
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b) Rasio Lancar 
=  
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
 × 100% 
c) Periode Penagihan Piutang 
=  
𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 ×  360
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎
 × 1 ℎ𝑎𝑟𝑖 
d) Perputaran Aset Tetap 
=  
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝
 × 100% 
e) Imbalan atas Aset Tetap 
=  
𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑡 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑠
𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑛
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝
 × 100% 
f) Imbalan Ekuitas 
=  
𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑡 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑠
𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑛
𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 − 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑡 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚
𝑝𝑜𝑠 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑛
 × 100% 
g) Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 
=  
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑁𝐵𝑃
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 × 100% 
5) Kolom penghitungan diisi dengan memasukkan saldo sesuai rumus-rumus 
rasio yang telah disebutkan sebelumnya. 
6) Kolom hasil diisi dengan memasukkan rumus dari kolom penghitungan yaitu 
“=”, klik saldo pembilang pada kolom penghitungan sesuai rumus rasio, ketik 
“/”, klik saldo penyebut pada kolom penghitungan sesuai rumus, enter. 
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7) Kolom skor periode berjalan diisi sesuai penilaian masing-masing indikator. 
Setiap indikator penilaian memiliki skor yang berbeda-beda. Adapun skor 
untuk masing-masing indikator adalah: 
a) Rasio Kas 
Tabel III.1 
Skor Rasio Kas 
Rasio kas (%) 
(RK) 
Skor 
RK > 900 0,78 
800 < RK ≤ 900 1,56 
700 < RK ≤ 800 2,34 
600 < RK ≤ 700 3,12 
500 < RK ≤ 600 3,9 
400 < RK ≤ 500 3,12 
300 < RK ≤ 400 2,34 
200 < RK ≤ 300 1,56 
100 < RK ≤ 200 0,78 
0 < RK ≤ 100 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
Rasio ini mencerminkan kemampuan LLP-KUKM dalam melunasi kewajiban 
jangka pendek dengan kas yang dimiliki. Akan tetapi, semakin besar rasio kas 
bukan merupakan hal yang baik karena menunjukkan bahwa LLP-KUKM tidak 
mampu mengelola kas dengan maksimal yaitu membiarkan kas tersebut tidak 
dipergunakan dengan efektif. Oleh karena itu, rasio kas yang terlalu tinggi 
mendapatkan skor yang rendah.  
b) Rasio Lancar 
Tabel III.2 
Skor Rasio Lancar 
Rasio Lancar (%) 
(RL) 
Skor 
RL > 600 3,6 
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480 < RL ≤ 600 2,88 
360 < RL ≤ 480 2,16 
240 < RL ≤ 360 1,44 
120 < RL ≤ 240 0,72 
0 < RL ≤ 120 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
Rasio ini mencerminkan kemampuan LLP-KUKM dalam melunasi kewajiban 
jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Semakin kecil rasio lancar 
menujukkan bahwa ketidakmampuan LLP-KUKM dalam melunasi kewajiban 
jangka pendek dengan aset lancer yang dimiliki. Oleh karena itu, semakin kecil 
rasio lancar maka semakin kecil pula skor yang didapatkan.  
c) Periode Penagihan Piutang 
Tabel III.3 
Skor Periode Penagihan Piutang 
Periode Penagihan Piutang (%) 
(PPP) 
Skor 
PPP < 20 1,5 
20 ≤ PPP < 40 1,2 
40 ≤ PPP < 60 0,9 
60 ≤ PPP < 80 0,6 
80 ≤ PPP < 100  0,3 
PPP ≥ 100 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
Rasio ini mencerminkan kemampuan LLP-KUKM dalam menagih piutang 
usahanya kepada pelanggan. Rasio ini ditunjukkan dengan jumlah hari. Semakin 
kecil jumlah hari menunjukkan bahwa LLP-KUKM mampu menagih dengan 
cepat piutang usahanya kepada pelanggan. Oleh karena itu, semakin kecil rasio 
ini, semakin besar skor yang didapatkan. 
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d) Perputaran Aset Tetap 
Tabel III.4 
Skor Perputaran Aset Tetap 
Perputaran Aset Tetap (%) 
(PAT) 
Skor 
PAT > 25 2,1 
20 < PAT ≤ 25 1,68 
15 < PAT ≤ 20 1,26 
10 < PAT ≤ 15 0,84 
5 < PAT ≤ 10 0,42 
0 < PAT ≤ 5 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
Rasio ini mencerminkan kemampuan LLP-KUKM dalam menghasilkan 
pendapatan melalui asset tetap yang dimiliki. Semakin besar rasio ini menujukkan 
bahwa LLP-KUKM mampu mengelola aset tetap yang dimiliki secara optimal. 
Oleh karena itu, semakin besar rasio PAT semakin besar skor penilaian kinerja 
yang didapatkan. 
e) Imbalan atas Aset Tetap 
Tabel III.5 
Skor Imbalan atas Aset Tetap 
Return on Fixed Asset (%) 
(ROFA) 
Skor 
ROFA > 9 2,4 
8 < ROFA ≤ 9 2,16 
7 < ROFA ≤ 8 1,92 
6 < ROFA ≤ 7 1,68 
5 < ROFA ≤ 6 1,44 
4 < ROFA ≤ 5 1,2 
3 < ROFA ≤ 4 0,96 
2 < ROFA ≤ 3 0,72 
1 < ROFA ≤ 2 0,48 
0 < ROFA ≤ 1 0,24 
ROFA ≤ 0 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
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Rasio ini mencerminkan kemampuan LLP-KUKM dalam mendapatkan 
imbalan yang diterima melalui asset tetap yang dimiliki. Semakin besar rasio ini 
menujukkan bahwa LLP-KUKM mampu mengelola aset tetap yang dimiliki 
secara optimal. Oleh karena itu, semakin besar ROFA semakin besar skor 
penilaian kinerja yang didapatkan. 
f) Imbalan Ekuitas 
Tabel III.6 
Skor Imbalan Ekuitas 
Return on Equity (%) 
(ROE) 
Skor 
ROE > 9 2,4 
8 < ROE ≤ 9 2,16 
7 < ROE ≤ 8 1,92 
6 < ROE ≤ 7 1,68 
5 < ROE ≤ 6 1,44 
4 < ROE ≤ 5 1,2 
3 < ROE ≤ 4 0,96 
2 < ROE ≤ 3 0,72 
1 < ROE ≤ 2 0,48 
0 < ROE ≤ 1 0,24 
ROE ≤ 0 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
Rasio ini mencerminkan kemampuan LLP-KUKM dalam mendapatkan 
imbalan yang diterima melalui ekuitas yang dimiliki. Semakin besar rasio ini 
menujukkan bahwa LLP-KUKM mampu mengelola ekuitas yang dimiliki secara 
optimal. Oleh karena itu, semakin besar ROE semakin besar skor penilaian kinerja 
yang didapatkan. 
g) Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 
Tabel III.7 
Skor Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 
Rasio Pendapatan PNBP terhadap 
Biaya Operasional (%) 
(PB) 
Skor 
30 
 
 
PB > 30 3,6 
27 < PB ≤ 30 3,24 
24 < PB ≤ 27 2,88 
21 < PB ≤ 24 2,52 
18 < PB ≤ 21 2,16 
15 < PB ≤ 18 1,8 
12 < PB ≤ 15 1,44 
9 < PB ≤ 12 1,08 
6 < PB ≤ 9 0,72 
3 < PB ≤ 6 0,36 
0 < PB ≤ 3 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
Rasio ini mencerminkan kemampuan LLP-KUKM dalam menutupi atau 
membayar biaya operasional dari pendapatan PNBP yang dihasilkan. Semakin 
besar rasio ini menujukkan bahwa LLP-KUKM mampu membayar biaya 
operasional dari pendapatan PNBP yang dihasilkan. Oleh karena itu, semakin 
besar PB semakin besar skor penilaian kinerja yang didapatkan. 
8) Kolom skor tertinggi diisi dengan skor penilaian tertinggi masing-masing 
rasio. 
9) Setelah menghitung skor masing-masing indikator penilaian, langkah 
selanjutnya adalah menghitung jumlah skor dari subaspek rasio keuangan 
pada kolom skor periode berjalan dengan memasukkan rumus “=SUM(cell 
pada awal kolom skor periode berjalan:cell pada akhir kolom skor periode 
berjalan)”. 
10) Menghitung jumlah skor dari subaspek rasio keuangan pada kolom skor 
periode sebelumnya dengan memasukkan rumus “=SUM(cell pada awal 
kolom skor periode sebelumnya:cell pada akhir kolom skor periode 
berjalan)”. 
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11) Menghitung jumlah skor tertinggi dari subaspek rasio keuangan dengan 
memasukkan rumus “=SUM(cell pada awal kolom skor tertinggi:cell pada 
akhir kolom skor tertinggi)”. 
b. Menghitung skor Aspek Pelayanan 
1) Membuat kertas kerja untuk aspek pelayanan yang terdiri dari kolom: 
indikator, rumus, penghitungan, hasil, skor periode berjalan dan periode 
sebelumnya, serta skor tertinggi. 
2) Kolom indikator diisi dengan indikator penilaian yang terdiri empat subaspek 
yaitu: 
a) Pertumbuhan Produktivitas Layanan yang terdiri atas: Realisasi dan 
Pertumbuhan Jumlah KUKM terlayani, Realisasi dan Pertumbuhan 
Penyelenggaraan Event, Realisasi dan Pertumbuhan Produktivitas Produk 
Barang /Jasa. 
b) Efesiensi Layanan yang terdiri atas: Efisiensi waktu dan Efisiensi Tenaga 
Kerja. 
c) Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat yaitu Penilaian Kinerja Unit Layanan 
Publik oleh Kementerian/Lembaga. 
d) Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan SDM yang terdiri atas: 
Pengembangan Sistem Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai serta 
Penerapan Reward and Punishment. 
3) Kolom rumus diisi dengan menuliskan rumus masing-masing indikator 
penilaian, yaitu: 
a) Pertumbuhan Produktivitas Layanan 
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(1) Realisasi dan Pertumbuhan Jumlah KUKM Terlayani 
(a) Realisasi 
=  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝐵𝑖𝑠𝑛𝑖𝑠
𝑑𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 (𝑅𝐵𝐴)
 
 × 100% 
(b) Pertumbuhan 
=  
(𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎
𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛
) − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎
𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎
)
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎
× 100% 
 
(2) Realisasi dan Pertumbuhan Penyelenggaraan Event 
(a) Realisasi 
=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝐵𝐴
 × 100%
 
(b) Pertumbuhan 
=  
(𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎
𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛
) − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎
𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎
)
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎
 × 100% 
(3) Realisasi dan Pertumbuhan Produktivitas Barang/Jasa 
(a) Realisasi 
=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔/𝑗𝑎𝑠𝑎
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 × 100% 
(b) Pertumbuhan 
=  
( 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘
𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛
) − ( 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘
𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎
)
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎
 × 100% 
b) Efisiensi Layanan 
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(1) Efisiensi Waktu 
=  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 (𝑆𝑃𝑀)
 × 100% 
(2) Efisiensi Tenaga Kerja 
=  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑆𝑃𝑀
 × 100% 
b) Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 
=
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 (𝐼𝐾𝑀)
𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝐾𝑀
× 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 
c) Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan SDM 
(1) Pengembangan Sistem Rekrutmen 
=
𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑑𝑢𝑟 (𝑆𝑂𝑃)
𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑘𝑟𝑢𝑡𝑚𝑒𝑛
 
(2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑖𝑘𝑢𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐷𝑀
× 100% 
(3) Penerapan Reward and Punishment 
= 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑂𝑃 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑃𝑢𝑛𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡 
4) Kolom penghitungan diisi dengan memasukkan data sesuai rumus yang telah 
disebutkan sebelumnya. 
5) Kolom hasil diisi dengan memasukkan rumus dari kolom penghitungan yaitu 
“=”, klik saldo pembilang pada kolom penghitungan sesuai rumus rasio, ketik 
“/”, klik saldo penyebut pada kolom penghitungan sesuai rumus, enter. 
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6) Kolom skor periode berjalan diisi sesuai penilaian masing-masing indikator. 
Setiap indikator penilaian memiliki skor yang berbeda-beda. Adapun skor 
untuk masing-masing indikator adalah: 
a) Pertumbuhan Produktivitas Layanan 
(1) Realisasi dan Pertumbuhan Jumlah KUKM Terlayani 
(a) Realisasi 
Tabel III.8 
Skor Realisasi KUKM Terlayani 
Realisasi KUKM Terlayani (%) 
(RKUKMT) 
Skor 
RKUKMT ≥ 90 6 
80 ≤ RKUKMT < 90 5,4 
70 ≤ RKUKMT < 80 4,8 
60 ≤ RKUKMT < 70 4,2 
50 ≤ RKUKMT < 60 3,6 
40 ≤ RKUKMT < 50 3 
30 ≤ RKUKMT < 40 2,4 
20 ≤ RKUKMT < 30 1,8 
10 ≤ RKUKMT < 20 1,2 
0 < RKUKMT < 10 0,6 
RKUKMT = 0 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
RKUKMT mencerminkan kemampuan LLP-KUKM dalam merealisasi 
kontrak kerja sama dengan KUKM terhadap target yang telah ditetapkan dalam 
RBA. Semakin besar RKUKMT ini menujukkan bahwa LLP-KUKM mampu 
merealisasi kontrak kerja sama dengan KUKM dengan maksimal. Oleh karena itu, 
semakin besar RKUKMT semakin besar skor penilaian kinerja yang didapatkan. 
(b) Pertumbuhan 
Tabel III.9 
Skor Pertumbuhan KUKM Terlayani 
Pertumbuhan KUKM Terlayani (%) 
(PKUKMT) 
Skor 
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PKUMKT ≥ 20 4 
15 ≤ PKUMKT < 20 3,2 
10 ≤ PKUMKT < 15 2,4 
5 ≤ PKUMKT < 10 1,6 
0 ≤ PKUMKT < 5 0,8 
PKUMKT < 0 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
PKUKMT mencerminkan pertumbuhan realisasi kontrak kerja sama dengan 
KUKM tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin besar PKUKMT ini 
menujukkan bahwa LLP-KUKM mampu meningkatkan kontrak kerja sama 
dengan KUKM dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, semakin besar 
PKUMKT semakin besar skor penilaian kinerja yang didapatkan. 
(2) Realisasi dan Pertumbuhan Penyelenggaraan Event 
(a) Realisasi 
Tabel III.10 
Skor Realisasi Penyelenggaraan Event 
Realisasi Penyelenggaraan Event (%) 
(RPE) 
Skor 
RPE ≥ 90 6 
80 ≤ RPE < 90 5,4 
70 ≤ RPE < 80 4,8 
60 ≤ RPE < 70 4,2 
50 ≤ RPE < 60 3,6 
40 ≤ RPE <50 3 
30 ≤ RPE < 40 2,4 
20 ≤ RPE < 30 1,8 
10 ≤ RPE < 20 1,2 
0 ≤ RPE < 10 0,6 
RPE = 0 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
RPE mencerminkan kemampuan LLP-KUKM dalam merealisasi jumlah 
event yang terlaksana terhadap target yang telah ditetapkan dalam RBA. Semakin 
besar RPE ini menujukkan bahwa LLP-KUKM mampu merealisasi event yang 
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terlaksana dengan maksimal berdasarkan target yang telah ditetapkan. Oleh 
karena itu, semakin besar RPE semakin besar skor penilaian kinerja yang 
didapatkan. 
(b) Pertumbuhan 
Tabel III.11 
Skor Pertumbuhan KUKM Terlayani 
Pertumbuhan Penyelenggaraan Event (%) 
(PPE) 
Skor 
PPE ≥ 20 3 
15 ≤ PPE < 20 2,4 
10 ≤ PPE < 15 1,8 
5 ≤ PPE < 10 1,2 
0 ≤ PPE < 5 0,6 
PPE < 0 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
PPE mencerminkan pertumbuhan realisasi event terlaksana tahun ini dengan 
tahun sebelumnya. Semakin besar PPE ini menujukkan bahwa LLP-KUKM 
mampu meningkatkan event terlaksana dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, 
semakin besar PKUMKT semakin besar skor penilaian kinerja yang didapatkan. 
(3) Realisasi dan Pertumbuhan Produktivitas Produk Barang/Jasa 
(a) Realisasi 
Tabel III.12 
Skor Realisasi Produktivitas Produk Barang/Jasa 
Realisasi Produktivitas Produk 
Barang/Jasa (%) 
(RPPBJ) 
Skor 
RPPBJ ≥ 90 6 
80 ≤ RPPBJ < 90 5,4 
70 ≤ RPPBJ < 80 4,8 
60 ≤ RPPBJ < 70 4,2 
50 ≤ RPPBJ < 60 3,6 
40 ≤ RPPBJ < 50 3 
30 ≤ RPPBJ < 40 2,4 
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20 ≤ RPPBJ < 30 1,8 
10 ≤ RPPBJ < 20 1,2 
0 ≤ RPPBJ < 10 0,6 
RPPBJ = 0 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
RPPBJ mencerminkan kemampuan LLP-KUKM dalam merealisasi jumlah 
produk barang/jasa terhadap target yang telah ditetapkan dalam RBA. Semakin 
besar RPPBJ ini menujukkan bahwa LLP-KUKM mampu merealisasi jumlah 
produk barang/jasa dengan maksimal berdasarkan target yang telah ditetapkan. 
Oleh karena itu, semakin besar RPPBJ semakin besar skor penilaian kinerja yang 
didapatkan. 
(b) Pertumbuhan 
Tabel III.13 
Skor Pertumbuhan Produktivitas Produk Barang/Jasa 
Pertumbuhan Produktivitas Produk 
Barang/Jasa (%) 
(PPPBJ) 
Skor 
PPPBJ ≥ 20 3 
15 ≤ PPPBJ < 20 2,4 
10 ≤ PPPBJ < 15 1,8 
5 ≤ PPPBJ < 10 1,2 
0 ≤ PPPBJ < 5 0,6 
PPPBJ < 0 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
PPPBJ mencerminkan pertumbuhan realisasi produk/jasa tahun ini dengan 
tahun sebelumnya. Semakin besar PPPBJ ini menujukkan bahwa LLP-KUKM 
mampu meningkatkan jumlah produk/jasa dari tahun sebelumnya. Oleh karena 
itu, semakin besar PPPBJ semakin besar skor penilaian kinerja yang didapatkan. 
b) Efisiensi Layanan 
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(1) Efisiensi Waktu 
Tabel III.14 
Skor Efisiensi Waktu 
Efisiensi Waktu (%) 
(EW) 
Skor 
EW ≤ 100 6 
EW > 100 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
Efisiensi Waktu mencerminkan keefisiensian LLP-KUKM dalam realisasi 
waktu pelayanan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah 
ditetapkan. Jika realisasi yang dibutuhkan kurang dari standar yang telah 
ditetapkan maka hal tersebut adalah hal yang baik karena LLP-KUKM mampu 
mengoptimalkan waktu pelayanan. 
(2) Efisiensi Tenaga Kerja 
Tabel III.15 
Skor Efisiensi Tenaga Kerja 
Efisiensi Tenaga Kerja (%) 
(ETK) 
Skor 
ETK ≤ 100 6 
ETK > 100 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www. blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
Efisiensi Tenaga Kerja mencerminkan keefisiensian LLP-KUKM dalam 
realisasi penggunaan tenaga kerja dengan SPM yang telah ditetapkan. Jika 
realisasi yang dibutuhkan kurang dari standar yang telah ditetapkan maka hal 
tersebut adalah hal yang baik karena LLP-KUKM mampu mengoptimalkan 
penggunaan tenaga kerja. 
c) Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 
Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat menunjukkan manfaat LLP-KUKM 
terhadap masyarakat. Penilaian ini diukur menggunakan survey terhadap 
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kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 
IKM merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung skor penilaian pada 
indikator Mutu dan Pelayanan kepada Masyarakat seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya. 
d) Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan SDM 
(1) Pengembangan Sistem Rekrutmen 
Tabel III.16 
Skor Pengembangan Sistem Rekrutmen 
Keberadaan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Sistem Rekrutmen  
Skor 
Ada 3 
Tidak Ada 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
Keberadaan SOP sistem rekrutmen LLP-KUKM menujukkan adanya 
keberadaan informasi yang jelas dalam proses penerimaan karyawan. SOP 
tersebut sangat berguna untuk mengetahui potensi dan kemampuan karyawan 
LLP-KUKM. Dengan demikian, karyawan dapat ditempatkan pada posisi sesuai 
dengan keahliannya masing-masing dan mampu mengembangkannya sehingga 
dapat bekerja dengan baik. 
(2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Tabel III.17 
Skor Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Tingkat Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai (%) 
(TPPP) 
Skor 
TPPP ≥ 90 4 
80 ≤ TPPP < 90 3,6 
70 ≤ TPPP < 80 3,2 
60 ≤ TPPP < 70 2,8 
50 ≤ TPPP < 60 2,4 
40 ≤ TPPP < 50 2 
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30 ≤ TPPP < 40 1,6 
20 ≤ TPPP < 30 1,2 
10 ≤ TPPP < 20 0,8 
0 ≤ TPPP < 10 0,4 
 TPPP = 0 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
TPPP menunjukkan seberapa besar LLP-KUKM mampu memberikan 
pendidikan dan pelatihan bagi para karyawannya. Semakin besar TPPP ini 
menujukkan bahwa LLP-KUKM mampu memberikan pendidikan dan pelatihan 
bagi setiap karyawan. Oleh karena itu, semakin besar TPPP semakin besar skor 
penilaian kinerja yang didapatkan. 
(3) Penerapan Reward and Punishment 
Tabel III.18 
Skor Penerapan Reward and Punishment 
Keberadaan SOP Penerapan Reward and 
Punishment 
Skor 
Ada 3 
Tidak Ada 0 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 yang diakses melalui www. blu.djpbn.kemenkeu.go.id 
 
Keberadaan SOP Reward and Punishment LLP-KUKM menujukkan adanya 
keberadaan informasi yang jelas dalam imbalan dan hukuman bagi karyawan. 
SOP ini bertujuan untuk memberikan motivasi bagi karyawan dalam 
melaksanakan tugas yang diberikan. Jika karyawan telah melaksanakan tugas 
dengan baik, maka hal ini akan berdampak pada kinerja LLP-KUKM. 
7) Kolom skor tertinggi diisi dengan skor penilaian tertinggi masing-masing 
indikator penilaian. 
8) Setelah menghitung skor masing-masing indikator penilaian, langkah 
selanjutnya adalah menghitung jumlah skor dari aspek pelayanan pada kolom 
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skor periode berjalan dengan memasukkan rumus “=SUM(cell pada awal 
kolom skor periode berjalan:cell pada akhir kolom skor periode berjalan)”. 
9) Menghitung jumlah skor dari aspek pelayanan pada kolom skor periode 
sebelumnya dengan memasukkan rumus “=SUM(cell pada awal kolom skor 
periode sebelumnya:cell pada akhir kolom skor periode berjalan)”. 
10) Menghitung jumlah skor tertinggi dari aspek pelayanan dengan memasukkan 
rumus “=SUM(cell pada awal kolom skor tertinggi:cell pada akhir kolom 
skor tertinggi)”. 
c. Menggabungkan dokumen kertas kerja rasio keuangan subaspek kepatuhan 
pengelolaan keuangan dengan cara: klik kanan pada sheet tersebut, pilih move 
or copy, pilih nama dokumen sesuai yang telah dibuat, centang create a copy, 
lalu ok. 
d. Membuat kertas kerja hasil penilaian kinerja dengan kolom aspek, skor, 
huruf, dan kriteria. 
e. Kolom aspek diisi dengan keuangan-rasio keuangan, keuangan-kepatuhan 
pengelolaan keuangan, dan pelayanan. 
f. Kolom skor diisi dengan nilai skor akhir masing-masing aspek dengan cara 
“=klik lembar kerja masing-masing aspek, klik pada cell skor akhir aspek 
periode berjalan, enter” 
g. Menghitung total keseluruhan skor berbagai aspek dengan cara “=SUM(cell 
pada awal skor:cell pada akhir skor, enter” 
h. Kolom huruf dan kriteria diisi dengan kriteria berdasarkan skor akhir 
penilaian kinerja. Adapun kriteria penilaian berdasarkan skor adalah sebagai 
berikut: 
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Tabel III.19 
Kategori Hasil Penilaian Kinerja 
Kriteria Huruf Total Skor (TS) 
BAIK 
AAA TS > 95 
AA 80 < TS ≤ 95 
A 68 < TS ≤ 80 
SEDANG 
BBB 56 < TS ≤ 68 
BB 45 < TS ≤ 56 
B 35 < TS ≤ 45 
BURUK 
CC 15 < TS ≤ 35 
C 
TS pada hasil penilaian aspek keuangan 
BLU kurang dari 50% 
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2015 yang diakses 
melalui www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id dan dibuat kembali oleh praktikan 
 
Kriteria Baik terdiri dari AAA, AA, dan A yang menunjukkan bahwa 
LLP-KUKM memiliki kinerja yang baik karena mampu memaksimalkan 
sumber daya yang dimiliki, baik aset dan keuangan hingga sumber daya 
manusia yang terdapat dalam aspek keuangan dan aspek pelayanan. Kriteria 
Sedang terdiri dari BBB, BB, dan B yang menunjukkan bahwa LLP-KUKM 
memiliki kinerja yang cukup baik karena mampu mengelola sumber daya 
yang dimiliki yang mencakup dua aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek 
pelayanan. Sedangkan Kriteria Buruk terdiri dari CC dan C yang 
menunjukkan bahwa LLP-KUKM memiliki kinerja yang kurang baik karena 
tidak mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara maksimal. 
Setelah mendapatkan kategori penilaian kinerja, langkah selanjutnya adalah 
melaporkan hasil perhitungan kinerja tersebut kepada Direktur Utama sebagai 
bahan evaluasi untuk penerapan strategi selanjutnya. Bukti pekerjaan terlampir 
pada lampiran 9. 
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2. Memeriksa kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan CALK 
semester 1 tahun anggaran 2019 
Laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting bagi semua 
instansi. Laporan keuangan mencerminkan keadaan sebuah instansi, baik dari aset 
yang dimiliki hingga jumlah pendapatan yang didapat oleh instansi tersebut 
selama satu periode. Oleh karena itu, laporan keuangan menjadi sebuah alat 
informasi yang sering digunakan untuk menilai kinerja dan prospek dari sebuah 
instansi tersebut. 
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2019) menyebutkan bahwa standar akuntansi di 
Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), SAK 
Syariah (SAS), SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan SAK 
Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Namun, standar tersebut 
hanya berlaku untuk entitas yang kepemilikannya dimiliki oleh perorangan, 
persekutuan, atau badan yang bukan milik pemerintah. Kementerian atau 
Lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah harus menerapkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan. (Komite 
Standar Akuntansi Pemeritahan, 2019) menjelaskan bahwa SAP harus digunakan 
sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penggunaan standar ini sesuai dengan 
golongan atau kategori dari instansi tersebut. Bagi LLP-KUKM, instansi ini 
menerapkan dua standar dalam penyusunan laporan keuangannya yaitu Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
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Penerapan dua standar yang berbeda dikarenakan LLP-KUKM merupakan 
satuan kerja dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang 
berstatus sebagai BLU. Menurut Tim Direktorat Pejabat Pembuat Komitmen 
Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dalam Manual Book BLU (2013) 
menjelaskan bahwa Satuan kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU) merupakan 
instansi yang menerapkan prinsip “mewiraswastakan pemerintah” (enterprising 
the goverment) sehingga dikelola ala bisnis. Sebagai konsekuensinya, akuntansi 
dan pelaporan keuangan Satker BLU juga dilakukan layaknya entitas bisnis 
dengan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 
Laporan keuangan berdasarkan SAK terdiri dari: 
a. Laporan Aktivitas 
b. Neraca 
c. Laporan Arus Kas, dan 
d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 
Namun, sebagai satuan kerja yang merupakan bagian dari Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maka laporan keuangan LLP-KUKM 
harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan induk, yaitu Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, laporan keuangan 
LLP-KUKM disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Adapun laporan 
keuangan LLP-KUKM berdasarkan SAP terdiri dari: 
1) Laporan Realisasi Anggaran 
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 
3) Laporan Operasional 
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4) Laporan Perubahan Ekuitas 
5) Neraca 
6) Laporan Arus Kas, dan 
7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 
Praktikan diberikan tugas untuk memeriksa kesesuaian penyajian laporan 
keuangan, yaitu antara Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dengan 
komponen-komponen laporan keuangan lainnya. Pemeriksaan kesesuaian 
penyajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi (angka) yang 
disajikan sudah sesuai sebelum laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah. 
Adapun langkah-langkah dalam memeriksa kesesuaian penyajian laporan 
keuangan adalah sebagai berikut: 
a. Praktikan memeriksa kesesuaian antara CALK dan komponen laporan 
keuangan lainnya baik berdasarkan SAK atau SAP; 
b. Apabila terdapat kesalahan atau perbedaan penyajian, praktikan akan 
memberikan tanda dengan sticky notes  pada bagian atau halaman yang salah 
dan menuliskan informasi (angka) yang benar, contoh terjadi kesalahan 
terdapat pada lampiran 10; 
c. Setelah praktikan merasa sudah tidak ada kesalahan penyajian, selanjutnya 
praktikan memberikan draf laporan keuangan tersebut kepada staf SPI. 
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3. Melakukan pendampingan serta pengawasan dalam melakukan stock 
opname persediaan bersama Divisi Keuangan 
(Kementerian Keuangan, 2015) menjelaskan bahwa Persediaan mencakup 
barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya 
barang habis pakai seperti alat tulis kantor, dan barang tak habis pakai seperti 
komponen peralatan. Persediaan masing-masing instansi bergantung pada jenis 
usaha instansi tersebut. Bagi LLP-KUKM persediaan yang dimaksud adalah 
persediaan kebutuhan alat tulis kantor dan penunjang kegiatan operasional. 
Sebagai satuan kerja milik pemerintah yang berstatus sebagai BLU, perputaran 
persediaan baik masuk maupun keluar harus dicatat dalam kartu persediaan pada 
akhir periode untuk memastikan saldo catatan dan saldo fisik yang ada di Gudang 
maka dilakukan stock opname. Stock opname ini dilakukan oleh staf akuntansi 
dan keuangan yang bertugas untuk merekapitulasi arus persediaan masuk dan 
keluar masing-masing divisi, penjaga Gudang yang telah ditunjuk sebelumnya 
melalui Keputusan Direktur Utama, dan staf SPI selaku pengawas dalam 
penghitungan dan pencocokan saldo fisik dan catatan. Bukti pekerjaan terlampir 
pada lampiran 11 dan 12. 
Adapun langkah-langkah dalam melakukan pendampingan dan pengawasan 
stock opname adalah sebagai berikut: 
a. Staf Gudang menghitung jumlah masing-masing persediaan. 
b. Praktikan dibantu pegawai SPI mencocokan saldo akhir catatan per item 
persediaan dengan saldo akhir fisik. 
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c. Jika saldo akhir catatan dan saldo akhir fisik sesuai, maka praktikan memberi 
tanda centang dan jika tidak sesuai praktikan memberi tanda silang pada 
dokumen rekapitulasi saldo akhir persediaan. 
d. Setelah dilakukan stock opname, staf akuntansi dan keuangan akan 
memberikan kartu persediaan kepada staf SPI untuk memberikan keterangan 
bahwa telah dilakukan pendampingan serta pengawasan dalam stock opname 
oleh staf SPI. 
e. Praktikan mengisi setiap kartu persediaan dengan memberikan keterangan 
bahwa telah dilakukan pendampingan dan pengawasan stock opname oleh 
SPI dan memberikan paraf (terdapat pada lampiran 12). 
f. Praktikan mengembalikan kartu persediaan kepada staf akuntansi dan 
keuangan untuk disimpan dan digunakan kembali untuk periode selanjutnya. 
 
4. Merekap absen dan membuat evaluasi karyawan 
Dalam menjalankan fungsinya yaitu melaksanakan pemeriksaan internal, 
salah satu tugas SPI adalah pemeriksaan pengelolaan sumber daya manusia yang 
ada di LLP-KUKM. SPI bekerja sama dengan Divisi Umum Bagian Sumber Daya 
Manusia (SDM) mengevaluasi kinerja karyawan, salah satunya dengan ketepatan 
waktu kehadiran. Ketepatan waktu kehadiran dapat diketahui melalui absen yang 
dilakukan karyawan pada saat datang maupun pulang yang menggunakan 
fingerprint system. 
Divisi Umum Bagian SDM ini sebenernya telah memiliki sistem untuk 
mengurutkan atau merekapitulasi jumlah kehadiran, jumlah ketidakhadiran, total 
menit keterlambatan, dan jumlah izin lebih awal dari jadwal yang telah 
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ditentukan. Namun, untuk memastikan tidak ada manipulasi data yang dilakukan 
oleh staf SDM, maka SPI meminta data yang belum diolah oleh SDM berupa 
softcopy berformat excel. 
Adapun langkah-langkah dalam merekap absen karyawan adalah sebagai 
berikut: 
a. Praktikan mengurutkan data nama karyawan sesuai abjad dengan cara 
memblok kolom nama, klik tab data, pilih sort a to z. 
b. Buat dokumen baru untuk merekapitulasi informasi mengenai kehadiran 
masing-masing karyawan dengan kolom: no, hari, tanggal, waktu datang dan 
pulang, jumlah menit keterlambatan, dan pulang lebih awal. 
c. Kolom tanggal diubah ke dalam number format tanggal dengan cara 
memblok kolom tanggal, klik tab home, number format, date. 
d. Kolom waktu datang, waktu pulang dan jumlah menit keterlambatan diubah 
ke dalam number format waktu dengan cara memblok kolom tersebut, klik 
tab home, number format, time. 
e. Mengcopy data yang telah dikirimkan oleh staf SDM ke dokumen baru dan 
menyesuaikan dengan format kolom yang telah dibuat pada langkah c. 
f. Di luar format, praktikan memasukkan jam masuk. 
g. Menghitung menit keterlambatan dengan memasukkan rumus “=IF(cell pada 
waktu datang>cell pada jam masuk;cell pada waktu datang-cell pada jam 
masuk;0)” lalu enter. 
h. Kolom pulang lebih awal diisi dengan angka 1 pada hari yang bersangkutan 
apabila karyawan absen pulang dibawah jam 16.30. 
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i. Menghitung total menit keterlambatan dalam bulan yang bersangkutan 
menggunakan rumus “=sum(cell awal pada kolom keterlambatan:cell akhir 
pada kolom keterlambatan)”, enter. 
j. Menghitung jumlah pulang lebih awal dalam bulan yang bersangkutan 
menggunakan rumus “=sum(cell awal pada pulang lebih awal:cell akhir pada 
pulang lebih awal)”, enter. 
k. Menghitung jumlah keterlambatan dalam satu bulan dengan memasukkan 
rumus “=COUNTIF(cell awal waktu datang:cell akhir waktu datang;">"&cell 
jam masuk)”, enter. 
l. Membuat dokumen baru untuk merekapitulasi mengenai informasi kehadiran 
seluruh karyawan dengan kolom nomor, tanggal, jam datang, jam pulang, 
terlambat, dan pulang lebih awal. 
m. Menyalin seluruh data pada dokumen rekapitulasi masing-masing karyawan 
ke dokumen baru. 
n. Memfilter data sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dengan cara 
memblok cell pada kolom no, tanggal, jam datang, jam pulang, nama, 
terlambat, dan pulang lebih awal lalu pilih tab data, filter. 
o. Setelah selesai, praktikan mengirimkan data tersebut pada staf SPI untuk 
diperiksa kembali dan akan berkoordinasi dengan bagian SDM. 
Evaluasi karyawan berdasarkan waktu kehadiran ini berguna untuk 
menentukan sanksi atau denda dan remunerasi yang akan diterima karyawan. 
Data yang diolah oleh SPI akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh 
bagian SDM untuk selanjutnya penentuan sanksi dan remunerasi. Dalam hal ini, 
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apabila karyawan melakukan keterlambatan lebih dari batas yang ditentukan, 
bagian SDM akan memberikan surat peringatan kepada karyawan yang 
bersangkutan dan tugas SPI adalah memastikan bahwa bagian SDM telah 
melaksanakan tugas tersebut. Bukti pekerjaan terlampir pada lampiran 13. 
 
5. Pemeriksaan kelengkapan dokumen pengadaan 
LLP-KUKM memiliki dua sumber dana dalam melakukan pengadaan barang 
dan jasa. Sumber dana yang pertama adalah berasal dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja (APBN) dan yang kedua adalah berasal dari Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP). LLP-KUKM yang merupakan satuan kerja yang berstatus 
BLU, wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tak 
terkecuali dalam hal pengadaan barang dan atau jasa. Untuk melakukan 
pengadaan barang dan atau jasa dalam lingkup pemerintahan, banyak sekali 
aturan, prosedur, dan dokumen yang harus dilengkapi. 
Sebagai pemeriksa internal, SPI mempunyai tugas untuk memeriksa 
pengadaan barang atau jasa tersebut mulai dari memeriksa dokumen-dokumen 
yang harus dilengkapi hingga datang langsung memeriksa kesesuaian barang atau 
jasa yang dipesan. Dalam hal ini, praktikan diberikan tugas untuk memeriksa 
kelengkapan dokumen pengadaan barang dan atau jasa tersebut. Bukti pekerjaan 
terlampir pada lampiran 14-26. 
Adapun langkah-langkah dalam memeriksa kelengkapan dokumen pengadaan 
barang dan atau jasa adalah sebagai berikut: 
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a. Melihat nama pekerjaan atau pengadaan barang dan atau jasa, sumber dana, 
dan nominal dari pengadaan barang dan atau jasa tersebut. 
b. Langkah selanjutnya adalah memeriksa kelengkapan dokumen dari 
pengadaan barang dan atau jasa. Dokumen yang dibutuhkan berbeda sesuai 
dengan nominal dari transaksi tersebut. Rincian dokumen yang dibutuhkan 
adalah: 
1) Pengadaan barang dan atau jasa sampai dengan Rp.15.000.000,00 
a) Kuitansi; 
b) Faktur barang/Nota; 
c) Legalisir kuitansi oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. 
2) Pengadaan barang dan atau jasa diatas Rp.15.000.000,00 sampai dengan 
Rp.50.000.000,00 
a) Surat Pesanan Barang; 
b) Berita Acara Penyelesaian; 
c) Berita Acara Serah Terima; 
d) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi; 
e) Berita Acara Pembayaran; 
f) Kuitansi; 
g) Faktur Barang /Nota; 
3) Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya diatas Rp.50.000.000,00 
sampai dengan Rp.200.000.000,00 
a) Surat Undangan kepada Penyedia Barang dan/Jasa; 
b) Berita Acara Pembukaan Penawaran; 
52 
 
 
c) Berita Acara Evaluasi Penawaran; 
d) Berita Acara Klasifikasi dan Negosiasi; 
e) Berita Acara Hasil Pengadaan; 
f) Surat Perintah Kerja; 
g) Surat Perintah Pengiriman; 
h) Berita Acara Penyelesaian; 
i) Berita Acara Serah Terima; 
j) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi; 
k) Berita Acara Pembayaran; 
l) Kuitansi; 
c. Setelah memastikan dokumen yang dibutuhkan telah terlampir, maka 
praktikan memberikan dokumen tersebut kepada staf SPI untuk didata bahwa 
dokumen pengadaan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam melaksanakan PKL di LLP-KUKM pada SPI, praktikan mengalami 
beberapa kendala, yaitu: 
1. Praktikan mengalami kesulitan dalam memahami berbagai istilah yang 
digunakan dalam lingkup akuntansi pemerintahan maupun akun-akun yang 
terdapat dalam laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, 
sehingga menghambat komunikasi praktikan dengan staf lainnya. 
2. Dalam menghitung skor penilaian kinerja, praktikan kesulitan memahami 
peraturan terkait cara menghitung skor penilaian kinerja dikarenakan 
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peraturan tersebut mengatur seluruh tata-cara penghitungan untuk Badan 
Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya. 
3. Lambatnya informasi atau data yang dibutuhkan dalam menghitung skor 
penilaian kinerja, sehingga praktikan tidak dapat menghitung seluruh 
indikator penilaian kinerja pada aspek pelayanan. 
4. Dalam merekap absen dan mengevaluasi karyawan berdasarkan waktu 
kehadiran, praktikan kesulitan dalam menghitung keterlambatan karyawan 
yang memiliki jam kerja diluar jam operasional kantor, sehingga ketika 
praktikan membuat rekapitulasi kehadiran terdapat sejumlah karyawan yang 
praktikan tidak hitung jumlah keterlambatan dan pulang lebih awal dari jam 
operasional. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Kendala yang dihadapi oleh praktikan membuat praktikan berpikir cara yang 
harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut agar pekerjaan yang dilakukan 
dapat berjalan lancar. Berikut adalah cara yang dilakukan oleh praktikan untuk 
mengatasi kendala: 
1. Praktikan mempelajari berbagai istilah yang digunakan dalam lingkup 
pemerintahan, khususnya LLP-KUKM dan memahami akun-akun yang 
digunakan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan. Praktikan juga 
bertanya kepada staf SPI terkait istilah dan akun-akun tersebut. 
2. Praktikan mempelajari dan membaca peraturan tersebut dengan hati-hati dan 
memahami klasifikasi dari LLP-KUKM itu sendiri. Bahwa LLP-KUKM itu 
termasuk Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya dan masuk dalam 
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kategori sub Bidang Layanan Penyedia Jasa dan Barang Lainnya. Serta 
mencatat halaman yang merupakan bagian cara perhitungan dari LLP-
KUKM. 
3. Praktikan bertanya kepada staf terkait tentang data yang dibutuhkan sudah 
tersedia atau belum. Namun hingga akhir pelaksanaan PKL, data yang 
dibutuhkan untuk menghitung skor penilaian kinerja belum juga diberikan 
oleh staf terkait. 
4. Praktikan bertanya kepada staf SPI mengenai karyawan yang memiliki jam 
kerja di luar jam operasional. Namun, staf SPI memberitahukan agar 
karyawan yang bekerja di luar jam operasional tidak perlu dihitung jumlah 
keterlambatannya karena perlu dikomunikasikan lebih lanjut kepada bagian 
SDM terkait karyawan yang bekerja di luar jam operasional.
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BAB IV
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
PKL memberikan berbagai manfaat salah satunya yaitu sebagai 
pengimplementasian teori-teori yang telah didapatkan semasa perkuliahan dan 
memberikan gambaran umum mengenai sistem kerja dari sebuah instansi BLU. 
Selama melaksanakan PKL di Lembaga LLP-KUKM selama 42 hari, praktikan 
membuat beberapa kesimpulan dari tugas yang praktikan kerjakan, sebagai 
berikut: 
1. Praktikan dapat memenuhi mata kuliah PKL sebagai syarat kelulusan dan 
memiliki gambaran tentang Badan Layanan Umum, khususnya LLP-KUKM. 
2. Praktikan dapat mengetahui gambaran umum mengenai sistem kerja dari 
sebuah instansi Badan Layanan Umum. 
3. Praktikan memperoleh kemampuan bersikap yang baik dalam menghadapi 
berbagai situasi selama pelaksanaan PKL di LLP-KUKM. 
4. Praktikan mampu menganalisis keterkaiatan antara teori yang telah dipelajari 
dengan praktik kerja yang sesungguhnya.  
 
B. Saran 
Dalam melaksanakan PKL, praktikan menyadari masih terdapat kekurangan 
dan hal-hal yang harus dievaluasi. Oleh karena itu, praktikan mencoba 
memberikan saran kepada seluruh pihak terkait, yaitu: 
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1. Bagi praktikan lain 
a. Sebelum waktu pelaksanaan PKL, praktikan harus memastikan 
perusahaan, Lembaga, atau instansi yang dipilih oleh praktikan bersedia 
menerima mahasiswa PKL. 
b. Pelajari dan pahami mengenai informasi umum tempat praktikan 
melaksanakan PKL.  
c. Praktikan harus aktif bertanya jika terdapat kendala dalam mengerjakan 
tugas yang diberikan. 
d. Mengatur waktu dengan baik dalam pembuatan pelaporan PKL agar 
sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak terburu-buru dalam 
mengerjakan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Memberikan pengarahan PKL jauh sebelum waktu pelaksanaan PKL 
serta memperjelas informasi mengenai pengarahan seperti waktu dan 
tempat pengarahan. 
b. Waktu pelaksanaan harus dievaluasi karena perusahaan lebih banyak 
memiliki aktivitas telebih akuntansi pada akhir atau awal tahun serta 
jangka waktu pelaksanaan seharusnya bisa lebih lama karena beberapa 
perusahaan mengadakan program magang minimal selama tiga bulan. 
Dengan begitu praktikan akan lebih banyak belajar terkait dengan bidang 
kerja yang dijalankannya. 
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c. Melakukan kerja sama dan membangun hubungan baik dengan 
perusahaan, Lembaga dan instansi agar memudahkan mahasiswa dalam 
mencari entitas untuk melaksanakan PKL. 
3. Bagi LLP-KUKM 
a. Diharapkan para staf bekerja lebih cepat sesuai dengan waktu yang 
ditentukan dan staf SPI selaku auditor internal lebih aktif dan tegas dalam 
meminta data kepada pihak-pihak terkait agar data tersebut dapat diolah 
secepatnya dan menjadi sebuah informasi untuk kepentingan LLP-
KUKM sendiri. 
b. Diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta khususnya dalam penerimaan mahasiswa 
PKL.
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